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ABSTRAK 

 

 

Salah satu tujuan utama kepailitan adalah pemberesan, artinya, 

seluruh harta debitor pailit dijual dan hasilnya dibagikan kepada seluruh 

kreditur. Dalam teorinya, pada kepailitan, sebenarnya masih terbuka 

kesempatan untuk melangsungkan usaha (going concern). Terdapat beberapa 

rumusan masalah yaitu: Pertama: Apa Teori hukum yang digunakan sebagai 

landasan hukum bagi kelangsungan usaha (going concent) Debitor Pailit; 

Kedua: Apa Prinsiip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi 

kelangsungan usaha (going concern) debitor pailit dalam rangka pembangunan 

ekonomi nasional; Ketiga: Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik 

bagi kelangsungan usaha (going concern), debitor pailit dalam rangka 

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.   

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, 

yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa data 

empiris dari   teori hukum, prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga 

dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas 

yang memutuskan melanjutkan usaha (going concern). Penelitian hukum 

normatif dan empiris ini adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi 

Judul Disertasi: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) 
Pada Kepailitan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi 
Nasional 

Kata Kunci: Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pembangunan 
Ekonomi Nasional. 
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normatifnya. Bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang akan dijadikan 

acuan atau pijakan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi bahan hukum 

dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.   

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: Pertama: 

Teori hukum alam sebagaimana dikemukakan Thomas Aquinas Lex Naturalis 

sebagai landasan dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha (going concent) 

debitor pailit, konsep negara kesejahteran (wlfare state) sebagaiman termaktub 

dalam UUD 1945. Kedua: Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang 

dapat dimanfatkan bagi kelangsungan usaha (going concent) adalah prinsip 

transparansi, prinsip efektif dan efisiensi, dan prinsip non-dispute. Ketiga: 

Konsep yang dapat dimanfatkan dan diatur dengan pengaturan yang terbaik 

dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional dapat 

berupa memberikan suatu asas kelangsungan usaha debitor pailit. 
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ABSTRACT 

 

Title 
Dissertation: 

The Principle of Going Concern Business in 
Bankruptcy For The Contribution Framework of The 
National Economic Development 

D. Key Word: Going Concern, Bankruptcy, Economic Development. 

 

The main goal of Bankruptcy is the settlement of debtor’s are sold or 

managed to fulfil debtor’s obligation to the creditors. The settlement must be 

done proportionally or pro-rate. In Bankruptcy Law Theory, there is one 

principle called “going-concern”, which allows the debtors to continue the 

business. The purpose of this research is to find the best theory that will be 

relevant for implementing the basis principle of going-concern in bankruptcy, 

and also implementing the best settlement for debtors to contribute to the 

national economic development. 

The methods used in this dissertation are a normative and empirical 

legal approach; focusing on how to write based on an analysis of some 

empirical data from legal theory, legal principles, and legislation that are 

related to the study, also associated with several court decisions and 

determinations supervisory judge who decides to continue the business (going 

concern). Normative and empirical legal research is a procedure and scientific 

research method to find truth based on logical jurisprudence from a normative 

point of view. Basic legal materials will be used as a reference or foothold in 

this writing. There are 3 categories of legal material in this research, such as 

primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials have authority. 

Primary legal materials consist of laws and regulations, official records, or 

treatises in making laws and decisions of judges. Secondary legal material 
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provides explanations regarding primary legal materials that come from 

several works of literature, textbooks, journals about law, scientific essays, 

and other books. Tertiary legal materials provide instructions and 

explanations for primary and secondary legal materials, which could be in the 

form of interviews and legal dictionaries. 

This research aims to answer 3 main problems. First, Lex Naturalis 

by Thomas Aquinas, is the reflection of the ratio about God. This theory 

teaches us that what people do will be in line with what people get, so receiver 

uses their ratio in Lex Naturalis to implement going-concern. Second, 

Transparent, Effective, and Efficient Principles could be utilized in going-

concern. Third, the concept could be managed and used for the development 

of the National Economic. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta 
Alam Semesta, Alfa dan Omega, yang selalu menyertai kita dalam setiap 
gerak, langkah, ucap dan pikiran kita. Dialah Maha Pengasih, Sumber Segala 
Ilmu, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dan karena Dia pula, disertasi 
dengan judul “Prinsip Kelangsungan Usaha (Going Concern) pada Kepailitan 
dalam Rangka Kontribusi untuk Pembangunan Ekonomi Nasional” dapat 
diselesaikan penulisannya. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat 
untuk     mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, yaitu doktor di bidang ilmu 
hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana   
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. 

Adanya utang menyebabkan harta kekayan yang punya utang menjadi  
jaminan pembayaran utang tersebut. Jika yang punya piutang banyak, harta 
kekayan tersebut akan dibagi secara proporsional (pro-rata) kepada para 
pemilik piutang. Itulah filosofi kepailitan.  Ini menunjukkan, jika pailit terjadi, 
harta si terpailit (debitor pailit), akan dibagi-bagi kepada para krediturnya. 
Artinya, harta yang ada dibagi, selesailah kepailitannya. Jarang terpikir, 
bagaimana agar diupayakan agar kepailitan memberi manfat, harta si pailit 
tidak usah dibagi-bagi. Namun, ada pihak independen dan profesional yang 
dapat menjalankan usaha debitor pailit, sehingga harta tidak perlu dibagikan 
kepada kreditur. Dari hasil usaha itulah dipakai untuk membayar utang-utang 
debitor kepada para kreditornya. Tentu pekerjan ini tidak mudah, bahkan agak  
mustahil bisa dilakukan. Bagaimana mungkin, para kreditor yang marah dan 
kecewa karena utangnya tidak dibayar, harus melihat usaha debitor masih 
dijalankan dengan normal? Mereka kemungkinan besar akan menolaknya. 
Namun, di sisi lain, undang-undang justru memungkinkan hal itu terjadi. 
Karena pembentuk undang-undang telah membuat suatu asas dalam undang-
undang, yaitu asas melangsungkan usaha (going concern) oleh seorang 
kurator. 

Dalam praktik pun, para kurator jarang yang melakukan hal ini, di 
samping karena umumnya mereka berlatar belakang ilmu hukum yang tidak 
terampil di bidang bisnis, juga pekerjan going concern akan berlangsung dalam 
waktu lama. Sebaliknya, jika pekerjan menjual harta-harta debitor pailit yang 
mereka lakukan, kurator akan cepat-cepat menerima honorarium (fee).  

Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam disertasi ini. 
Tujuannya agar para praktisi hukum mengerti, bahwa penyelesaian kepailitan 
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yang dilakukan bukan hanya dengan cara menjual harta saja, tetapi harus juga 
bisa dibuka opsi lain, yang melakukan menjalankan usaha (going concern) jika 
terjadi kepailitan. Dengan demikian, dharma bakti saya kepada negara, 
khususnya di bidang hukum kepailitan dapat dipakai oleh para praktisi 
kepailitan. 

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari 
dukungan doa, moril dan materil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak 
terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat 
menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor 
Universitas Kristen Indonesia. 

2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Pogram 
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3. Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi 
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4. Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai Ketua Tim Promotor, yang 
telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang 
tinggi, masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan 
arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnan disertasi 
ini. 

5. Dr. Bernard Naingolan, S.H., M.H., Ko - Promotor I, sebagai anggota 
Tim Promotor yang berkenan berbagi pengalaman atas praktik 
menjalankan usaha (going concern) yang beliau lakukan dalam 
pekerjannya sebagai Kurator. 

6. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Ko - Promotor II, sebagai anggota 
Tim Promotor yang berkenan berbagi ilmu dengan metodologi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Going concern merupakan salah satu asas yang diatur dalam 

UU Kepailitan dan PKPU yang membuat suatu badan 
usaha/perorangan bisa berjalan kembali walaupun telah jatuh pailit. 
Dunia usaha, selain sumber daya manusia, permodalan adalah hal 
utama. Jika si pemilik usaha memiliki uang yang cukup, uang 
tersebut akan dipakai untuk memodali usahanya, artinya tidak 
diperlukan pihak lain untuk memberikan uang untuk dipakai 
sebagai modal untuk menjalankan usaha. Namun, seiring dengan 
dinamika usaha, perkembangan, strategi, terkadang uang sendiri 
tidak cukup untuk membiayai perkembangan usaha. Maka dari itu, 
diperlukan bantuan pihak lain. Pihak lain itu adalah pihak yang 
akan memberikan uang dengan cara meminjam. Pihak tersebut 
disebut berpiutang atau kreditor. 

Menurut Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 
Kepailitan dan PKPU,  “ Kreditor adalah orang yang mempunyai 
piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih 
di muka pengadilan “.1 Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 
Kepailitan dan PKPU,  “ Debitor adalah orang yang mempunyai 
utang karena perjanjian atau undang-undang    yang perluasannya 
dapat ditagih di muka pengadilan.” 

Istilah kepailitan dari kata benda yang berakar dari kata pailit. 
Berasal dari bahasa Belanda, yaitu failit. Dari istilah failit tersebut, 
muncul istilah failissement yang diterjemahkan dalam Bahasa 
Indonesia menjadi kepailitan. Dari failissement, muncul istilah 
failissementwet (undang-undang kepailitan Belanda) dan 
failissement verordering (undang-undang kepailitan hindia 
Belanda) yang berarti undang-undang kepailitan. Failissement dan 

 
1 Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 
Kewajiban  Pembayaran Utang, Hlm.2. 
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kepailitan merupakan padanan istilah bankruptcy atau insolvensi 
dalam Bahasa Inggeris.2 

Menurut Hadi Shubhan, Pailit merupakan suatu keadan di 
mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-
pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadan 
tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan 
kondisi keuangan (Financial distress) dari usaha debitor yang telah 
mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan 
pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayan 
debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di 
kemudian hari. 3  

Dengan bantuan ahli akuntansi, Kurator dapat menganalisis 
bahwa perusahan masih dapat dijalankan. Dalam dunia akuntansi, 
menurut Michael C Dennnis, yang dikutip oleh Elyta Ras Ginting, 
ada 9 (Sembilan) indikator yang dapat dijadikan acuan bagi para 
akuntan untuk tidak memberikan opini going concern, jika 
ditemukan kondisi-kondisi sebagi berikut4 : 
1. Arus uang kas minus (negative cash flow). 
2. Mengalami kerugian secara terus menerus (significant net 

loss). 
3. Menurunnya penjualan dan permintan secara signifikan (a 

serious decline in sales and demand). 
4. Tidak dapat membayar utang kepada kreditor separtis 

(default on debts owe to secured creditors). 
5. Telah melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman (loan 

covenant violation). 

 
2 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid., Hlm. 2. 
3 M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan, 
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 34  
4 Ibid, Hlm 9 
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6. Adanya kewajiban yang belum jatuh tempo yang harus 
dilaksanakan pembayarannya (sizeable contingent 
liabilities). 

7. Terjadi pengembalian produk secara massal (major products 
recalls). 

8. Perusahan mendapat sanksi pajak (tax liens placed on the 
business) 

9. Perusahan sedang digugat secara hukum atas pelanggaran 
hak personal dari seseorang yang dilakukan oleh perusahan 
(law suits filed against the company in particular personal 
injury suit). 

Namun, permasalahan untuk menjalankan usaha seperti ini 
adalah kecerdasan bisnis dan kemampuan dari setiap Kurator. 
Kurator umumnya berlatar advokat dan sarjana hukum yang kurang 
paham ekonomi, bisnis, apalagi kemampuan managerial untuk 
mengelola usaha. Selain itu, juga menghadapi “rejim mayoritas”, 
dimana persetujuan untuk melangsungkan usaha harus disetujui 
oleh para kreditor.5 

Jika mengacu kepada ketentuan yang khusus, asas 
kelangsungan usaha diatur dalam Pasal 104, 179, 180 dan 181 
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Diberikannya going 
concern tentu untuk memberikan kesempatan kepada debitor 
maupun kreditor untuk merestrukturisasi perusahan. Artinya, jika 
terjadi pailit, tidak serta-merta melakukan pemberesan karena 
going concern menghidupkan kembali perusahan yang sudah jatuh 
pailit yang di mana going concern  seperti penjelasan di atas juga 
bisa berdampak terhadap pembangunan ekonomi nasional. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 
untuk melakukan suatu penelitian untuk suatu disertasi dengan 

 
5 Wawancara Dengan Jimmy Simanjuntak Pada Selasa, 15 Maret 2022 
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judul Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) Pada 
Kepailitan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional. 

B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah: 

1. Apa teori hukum yang  digunakan sebagai landasan hukum 
atau ratio legis bagi kelangsungan usaha (going concern) 
debitor pailit? 

2. Apa prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan 
bagi kelangsungan usaha (going concern) debitor pailit? 

3. Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi 
kelangsungan usaha (going concern) debitor pailit dalam 
rangka kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. 

C. Tujuan Penelitian 
Berikut tujuan penelitian pada penulisan ini adalah: 

1. Menemukan teori yang dapat digunakan sebagai dasar hukum 
atau ratio legis untuk kelangsungan usaha (going concern) 
debitor pailit. 

2. Menemukan prinsip-prinsip hukum kelangsungan usaha 
bisnis (going concern) debitor pailit. 

3. Menerapkan konsep pengaturan yang terbaik bagi 
kelangsungan usaha (going concern) debitor pailit, dalam 
rangka kontribusi terhadap Pembangunan Nasional. 

D. Manfat Penelitian 
Adapun manfat penelitian yang bisa diambil dalam penulisan 

ini adalah: 



5 
 

 
 

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam wawasan 
keilmuan hukum kepailitan menurut hukum positif di 
Indonesia, dalam rangka membangun pemahaman dan 
kebijakan untuk pengembangan Hukum Positif yang relevan 
dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

2. Manfat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan 
pemahaman kepada publik akan perlunya upaya 
penyelamatan usaha oleh Kurator, dalam menentukan arah 
kebijakan merumuskan peraturan perundang-undangan 
Kepailitan dan Aset-aset Debitor Pailit yang berupa benda 
tidak berwujud (HKI) Kekayan Intelektual disamping aset-
aset debitor pailit yang berupa benda-benda berwujud. 

E. Kerangka Teori Hukum 
1. Teori Negara Kesejahteran 

Teori Negara Kesejahteran digunakan karena Negara 
berperan mengelola dan mengorganisasi perekonomian, 
memajukan kesejahteran umum dalam welfare state (Negara 
Kesejahteran) dan pemerintah harus berperan aktif 
mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi untuk 
kesejahteran masyarakat, berikut pendapat tentang Negara 
Kesejahteran.6 

Paul Spicker mengatakan bahwa kesejahteran 
tergantung kepada perkembangan ekonomi negara yang 
bersangkutan. Ekonomi bukanlah satu-  satunya untuk 
mencapai kesejahteran suatu negara, tetapi hal ini merupakan 
kebutuhan karena perkembangan ekonomi merupakan dasar  
bagi tercapainya suatu kesejahteran materiil. Hanya melalui 

 
6 Maemunah, Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia 

Penyelenggara Kesejahteran Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Disertasi), 
Unisulla, Hal.Xii 
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ekonomilah persoalan-persoalan penting dalam perwujudan 
kesejahteran masyarakat akan tercapai.7  

Sejalan dengan Konsep Roscou Pound ini, 
dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu bahwa 
hukum tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” 
pembaharuan masyarakat. Pikiran – pikiran yang melandasi 
konsep tersebut adalah:  
a. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha 

pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan 
bahkan mutlak perlu, dan 

b. Bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat 
mengarahkan kegiatan manusia kearah yang 
dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu.   
Hal ini maka diperlukan sarana berupa peraturan 

hukum yang tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang 
hidup  dalam masyarakat.8 Sebenarnya, konsep Mochtar 
Kusumatmadja ini tidak hanya dipengaruhi oleh sosiological 
Jurisprudence, tetapi juga oleh Pragmatic Legal Realism.9 

Dikaitkan dengan Teori keseimbangan yang 
dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukanan 
The Aim of Law is The Greatest Happiness for The Greater 
Number. Salah satu yang harus dicapai dalam suatu perkara 
kepailitan adalah berdasarkan pada asas keseimbangan 

 
7   Paul Spicker, The Welfare State, A General Theory, Sage Publication, London, 2000,  
Hlm. 8 

8 Mochtar Kusumatmadjam, Hukum, Masyarakat Dan Pembinan Hukum Nasional 
Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiranm Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum 
Di Indonesia, (Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran), Bandung,1976, Hlm. 9-10. 

9 Ibid. Hal.10 
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seperti dikemu-kakan oleh Jeremy Bentham ini yang hidup 
pada tahun 1748 sampai 1832. 

Undang-Undang kepailitan telah mengatur beberapa 
ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas 
keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang 
dapat mencegah terjadinya penyalahgunan pranata dan 
lembaga-lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, 
dilain pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya 
penyalahgunan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak 
beriktikad baik. Artinya, Kurator harus menyeimbangkan 
kepentingan kreditor, debitor dan pihak-pihak 
berkepentingan dalam kepailitan.10  

2. Teori Keadilan 
Kerangka teori dimulai dari teori Aristoteles dan Jhon 

Rawls. Kemudian diikuti oleh teori-teori keadilan dalam 
kepailitan. Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis 
atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan tidak 
terpuji, karena debitor pailit dianggap menggelapkan atau 
tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Proses 
kepailitan merupakan hukuman bagi debitor yang tidak mau 
membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang 
beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk 
menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan 
asset-asetnya.  

Adapun tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, 
yaitu:11 

 
10 Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor Dan Pihak-
Pihak Beerkepentingan Dalam Kepailitan, Penerbit Pt Alumni, 2011. 
11 Damanhuri Fattah,”Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal Tapis,Vol.9 No.2, 
Julidesember,2013,Hlm.32-33.  
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a. Teori ini merupakan prinsip-prinsip umum keadilan 
yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan 
moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam 
keadan- keadan khusus. Maksud dari “keputusan 
moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat 
dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial. 
Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan 
menunjuk pada evaluasi moral yang dibuat secara 
refleksif.  

b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial 
yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls 
memaksudkannya “rata- rata” (average 
utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi 
sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk 
memaksimalisasi keuntungan dan kegunan. Sedang 
utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa 
institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan 
untuk memaksimalisasi keuntungan per kapita.  

3. Teori Kepailitan 
a. Universalist theory, tokohnya Jerome Sgard, tujuan 

dari hukum kepailitan merupakan penggabungan dari 2 
(dua) sistem hukum, yaitu civil law system dan common 
law system. 

b. Creditors bargain theory atau creditors wealth 
maximization, tokohnya Thomas H. Jackson, yang 
intinya adanya kekuatan dari kreditor untuk 
meningkatkan perolehan mereka dari harta pailit. 

c. Contractarian approach theory, tokohnya Donald R. 
Korobkin, bahwa dalam kepailitan, selain kreditor yang 
telah terikat kontrak dengan debitor, ada pihak lain 
yang berkaitan dengan debitor yang yang haknya harus 
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diperhitungkan dalam kepailitan yang tidak terikat 
dengan kontrak. Contohnya pemegang saham dan 
kreditor konkuren dan kreditor non kontrak. 

d. Ethical Vison Theory, tokohnya Elizabeth Warren, 
yang intinya, hukum kepailitan juga ditujukan untuk 
melindungi hak dari pihak-pihak lain yang terimbas 
akibat kepailitan debitor, yang tidak berposisi sebagai 
kreditor dan tidak memiliki hak atas harta debitor, 
tetapi berkepentingan dengan kelangsungan usaha 
debitor. 

e. Procedure Theory, tokohnya adalah Charles W. 
Mooney, yang berpendapat bahwa hukum kepailitan 
tidak hanya menegakkan hak-hak para kreditor 
terhadap debitor, tetapi juga melindungi hak-hak 
debitor. 

f. Debitor friendly bankruptcy theory, tokohnya adalah 
Matej J Manic dan Razvan Vlabu, yang mengidealkan 
hukum kepailiitan ditinjau dari segi ekonomi daripada 
aspek hukum. 

g. Team production theory of bankruptcy, tokohnya 
adalah Lyn tujuan utama hukum kepailitan adalah 
meningkatkan harta pailit.12 
Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang 

bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang 
yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut 
tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang 
utangnya kepada kreditor sehingga jika keadan ketidak 
mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo 
tersebut disadari oleh debitor maka langkah untuk 

 
12  Elyta Ras Ginting, Op. Cit. Hal.185-186 
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mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap 
dirinya (Voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu 
langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit 
oleh Pengadilan terhadap debitor bila kemudian ditemukan 
bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi untuk 
membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih sebagaimana uraian di atas (involuntary petition 
bankrupty). 

F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penulisan dengan pendekatan hukum normatif 
dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada 
analisis terhadap beberapa data empiris dari teori hukum, asas 
hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga 
dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan 
penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan 
usaha (going concern). Penelitian hukum normatif ini adalah 
suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi 
normatifnya.  

Selain dari metode normatif dan empiris, peneliti juga 
menggunakan metode evaluatif, yaitu sebagai cara kerja yang 
tepat dalam mencapai tujuan penelitian dan berfungsi untuk 
mempermudah dalam proses penelitian. Metode penelitian 
evaluative adalah suatu penelitian yang menuntut persyaratan 
yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolok ukur, atau 
standar yang digunakan sebgai pembanding bagi data yang 
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diperoleh, setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi 
nyata dari objek yang diteliti.13 

2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sejarah (history approach). Sejarah hukum 
berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-
proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang 
menyebapkan, serta memberikan tambahan pengetahuan 
hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk 
mengetahui latar belakang dari pembentukan Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU dalam hubungannya dengan 
Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) pada 
Kepailitan dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional.  

Selain pendekatan sejarah (historis approach), 
pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara 
mengadakankan studi perbandingan hukum. Studi 
perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan 
hukum suatu negara dengan hukum negara hukum negara lain 
atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari 
waktu bertujuan untuk penyingkapan latar belakang 
terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah untuk 
masalah yang sama dari dua negara atau lebih.14 

Metode perbandingan hukum digunakan untuk dapat 
menemukan jawaban atas beberapa pertanyan yang tidak 
terjawab dengan pendekatan hukum kepailitan Indonesia. 
Metode perbandingan dilakukan dengan memfokuskan 
perhatian kepada persaman dan perbedan sistem hukum yang 
diperbandingkan. Selanjutnya perbandingan dilakukan untuk 

 
13 Http://Repository.Upi.Edu/4280/6/S_Pta_0811666_Chapter3.Pdf Diakses Pada 
Selasa, 21 Februari 2023 Pukul 13.42 Wib 
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Hal.133 
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mengkaji bagaimana sistem hukum yang berbeda mengatasi 
permasalahan hukum tertentu, Metode perbandingan hukum 
dilakukan dengan menelusuri sejarah lahir dan 
berkembangnya konsep hukum kepailitan yang berkembang 
di Indonesia dan beberapa negara lain.15 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, penulis 
juga menitikberatkan kepada Undang-Undang Dasar 
1945 dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan PKPU dan KUH Perdata. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer. Adapun bahan hukum sekunder yang 
digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai 
materi yang terdapat dalam bahan hukum primer 
berasal dari beberapa literatur, buku tesk, jurnal hukum, 
karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan 
langsung dengan tema penulisan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 
15 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum 
Kepailitan Di Indonesia, Hal.35 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum ini 
sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini. 
Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa 
wawancara dan kamus-kamus hukum yang berkaitan 
langsung dengan penelitian ini. 

G. Teori Hukum Sebagai Landasan Teori Kelangsungan Usaha 
(Going Concern) 

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan 
pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 
Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang 
Kepailitan) yang menyatakan bahwa ”Debitor yang mempunyai 
dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 
utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih dinyatakan pailit 
oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun 
atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya”. Dalam 
menyelesaikan utang utang debitor terhadap kreditor ada bebera 
prinsip yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu 
perkara diantaranya adalah Prinsip Paritas Creditorium, Prinsip 
Pari Passu Prorata Parte, Prinsip Strured Creditors, Prinsip Debt 
Collection, Prinsip Debt Polling dan Prinsip Universal Teritorial.16 

1. Universalist Theory 
Tokohnya Jerome Sgard, tujuan dari hukum kepailitan 

merupakan penggabungan dari 2 (dua) sistem hukum, yaitu 
civil law system dan common law system. Jerome Sgard 
berpendapat bahwa tujuan dari hukum kepailitan yang 

 
16 Simanjuntak, Herry Anto. (2020). Prinsip Prinsip  Dalam Hukum Kepailitan  Dalam 
Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur. Jurnal Justiqa Vol.02, No. 0, Hal. 17. 
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dikenal sat ini merupakan hasil konvergensi dari 2 (dua) 
sistem hukum yaitu civil law dengan common law. 
Kovergensi kedua sistem hukum kepailitan terjadi pertama 
kali tatkala Inggris mengadopsi beberapa ketentuam hukum 
kepailitan Prancis pada abad XVII .  

Konvergensi antara17 sistem civil law dengan common 
law yang terjadi pada pertengahan abad XVII tersebut 
menandai awal kelahiran dari teori universalitas hukum 
kepailitan atau Universalist Theory. Tidak berlebihan jika 
Michelle Dean menyebutkan bahwa teori yang paling 
mendasar dalam hukum kepailitan adalah Teori Universalist 
(Universalist Theory). Teori Universalist kepailitan dibangun 
berdasarkan prinsip collective execution atau sita umum atas 
aset debitor yang telah insolven atau tidak dapat membayar 
utangnya. Teori ini menerapkan asas keseimbangan diantara 
para kreditor dalam menanggung akibat kepailitan debitor.   

2. Creditors Bargain Theory atau Creditors Wealth 
Maximization 

Tokohnya Thomas H. Jackson, yang intinya adanya 
kekuatan dari kreditor untuk meningkatkan perolehan mereka 
dari harta pailit. Creditor’s Bargain Theory atau dikenal juga 
sebagai Creditor Wealth Maximization, merupakan landasan 
teori yang memberi pengaruh dalam perkembangan hukum 
kepailitan. Teori ini digagas pertama kali oleh Thomas 
H.Jackson pada awal tahun 1980 an dan diikuti oleh Robert 
E.Scott dan Douglash G.Baird.  

Bargain Theory lahir sebagai jawaban atas persoalan 
commonpool yang diakibatkan oleh ketidakadilan dari 

 
17 Http://Www.Oxpo.Politics.Ox.Ac.Uk, Jerome Sgard, Bankcorupcy Law, Majority 
Rule And Private Ordering In England And French (Seventeenth-Nineteenth Century), 
Hlm. 5 
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praktek prinsip hak prioritas kreditor (debt collective system). 
Hak prioritas kreditor berlandaskan prinsip who gets what 
from a bankrupt debtor dan merupakan pengejawantan dari 
prinsip keadilan distributive (suum cuiqe tribuere). Jackson 
menilai sistem ini hanya menguntungkan creditor yang 
agresif bertindak cepat mengeksekusi haknya dari harta 
debitor. Karenanya debitor yang tidak agresif atau kalah 
cepat untuk mengeksekusi harta debitornya akan 
menanggung risiko tidak mendapat pembayaran.18 Kondisi 
ini disebut sebagai commonpool problem atau grab race atau 
creditor run problem yang menjadi alasan utama dari lahirnya 
Creditor’s Bargain Theory.19 

3. Contractarian Approach Theory  
Tokohnya Donald R. Korobkin, bahwa dalam 

kepailitan, selain kreditor yang telah terikat kontrak dengan 
debitor, ada pihak lain yang berkaitan dengan debitor yang 
yang haknya harus diperhitungkan dalam kepailitan yang 
tidak terikat dengan kontrak.20 Contohnya pemegang saham 
dan kreditor konkuren dan kreditor non kontrak. Jackson 
bersikukuh bahwa praktek penagihan utang berdasarkan 
collecting debt dan melikuidasi harta pailit tidak efektif dan 
berbiaya tinggi.  

Di sisi lain, kreditor tidak selamanya dapat memperoleh 
pembayaran atas piutangnya secara maksimal karena dengan 
cara melikuidasi harta pailit. Bahkan tidak jarang terjadi, 
ketika debitor dinyatakan pailit, tidak ada aset debitor yang 

 
18 Http://Www.Ssm.Com/Abstract Id=1417621, G.Marcus Tole, Todd J.Zywichi, The 
New Forum Shopping Problem In Bankruptcy 
19 Kenneth M. Ayotte, David A. Skeel Jr, Op. Cit, Hlm. 1561 
20 Donald R. Korobin, Contractariansm And Normative Foundation Of Bankruptcy 
Law, Texas Law Review 3, 1993, Hlm 71. 
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dapat di eksekusi untuk pembayaran utangnya. Kondisi ini 
yang disebut sebagai commonpool yaitu suatu keadan dimana 
tagihan para kreditor yang menumpuk tidak dapat dibayar 
dari harta pailit yang ada dikarenakan kewajiban debitor lebih 
besar dari nilai hartanya.  

Untuk menghindari kondisi commonpool tersebut, 
efesiensi kepengurusan dan pemberesan harta pailit harus 
ditingkatkan dengan fokus utama meningkatkan atau 
mengakumulasi nilai dari harta pailit serta sekaligus menekan 
biaya kepailitan dengan cara terbaik yang disepakati oleh 
para kreditor. Untuk tujuan tersebut, maka hukum kepailitan 
sebagai instrumen pembayaran utang secara kolektif atau 
collectivized debt collection divice idealnya harus ditujukan 
untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada 
tiap-tiap kreditor dengan melakukan upaya terbaik yang 
dapat diterapkan terhadap harta pailit (the best use of the 
commonpool). Upaya terbaik tersebut dapat dicapai dengan 
tawar menawar kepentingan antara sesama kreditor 
(creditor’s bargaining).  

4. Ethical Vison Theory 
Tokohnya Elizabeth Warren, yang intinya, hukum 

kepailitan juga ditujukan untuk melindungi hak dari pihak-
pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitor, yang tidak 
berposisi sebagai kreditor dan tidak memiliki hak atas harta 
debitor, tetapi berkepentingan dengan kelangsungan usaha 
debitor.21 Idealnya hukum kepailitan juga ditujukan untuk 
melindungi hak pihak- pihak lain yang terimbas akibat 
kepailitan debitor, yang tidak berposisi seperti kreditor dan 
tidak memiliki hak atas harta debitor. Memberi perhatian 

 
21 Elizabeth Wrren, Bankruptcy Policy Making In An Imperfect World, Minch Law 
Review, Vol. 92, Hal. 354-355 
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pada aspek etika, sosial politik, dan kepentingan public yang 
terimbas akibat kepailitan seseorang dan memberikan 
perlindungan maksimal pada debitor pailit agar dapat bangkit 
dalam hal ini likuidasi bukan cara utama. Kurang 
memberikan perlindungan kepada kreditor terutama dengan 
jaminan (separatis) karena memdistribusikan risiko financial 
kepailitan debitor secara merata tanpa membedakan 
kedudukan kreditor.  

5. Procedure Theory 
Tokohnya adalah Charles W. Mooney, yang 

berpendapat bahwa hukum kepailitan tidak hanya 
menegakkan hak-hak para kreditor terhadap debitor, tetapi 
juga melindungi hak-hak debitor. Procedure theory 
mengusulkan keseimbangan atas kepentingan kreditor dan 
debitor tanpa mengorbankan kepentingan kreditor separatis 
namun tetap memperhatikan kepentingan pihak lain yang 
menanggung akibat finansial karena kepailitan debitor.22  

Untuk mencapai keseimbangan tersebut debitor 
mempunyai dua kewajiban yaitu :  

a. Membukakan informasi yang benar atas keberadan 
seluruh harta benda dan kewajiban. 

b. Menyerahkan diri dan hartanya ke pengadilan agar 
segala bentuk kecurangan atas harta pailit dapat 
dihindari.  

6. Debitor Friendly Bankruptcy Theory 
Tokohnya adalah Matej J Manic dan Razvan Vlabu, 

yang mengidealkan hukum kepailiitan ditinjau dari segi 
 

22 Charles W. Mooney Jr, “A Normative Theory Of Bankruptcy Law: Bankruptcy As 
(Is) Civil Procedure’, 2003. Hal. 13. 
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ekonomi daripada aspek hukum. Teori ini lebih 
mengedepankan dilakukannya reorganisasi utang daripada 
melikuidasi harta debitor yang telah insolven, hal ini terkesan 
mengurangi hak kreditor separatis terlebih lagi hakim diberi 
kewenangan untuk mengurangi sejumlah uang yang diterima 
oleh kreditor separatis agar dapat membantu perusahan 
debitor “bernafas” untuk kembali bisa going concern.23 Oleh 
karenanya diambil jalan tengah dengan memberikan insentif 
yang seimbang pada kreditor, perusahan dan manager 
perusahan yang pailit agar restrukturisasi pembayaran utang 
dapat dilakukan lebih efisien bagi perusahan yang masih 
memiliki prospek atau going concern.  

7. Team Production Theory Of Bankruptcy 
Tokohnya adalah Lyn tujuan utama hukum kepailitan 

adalah meningkatkan harta pailit. Selain kreditor yang terikat 
kontrak dengan perusahan ada pihak lain yang disebut “all 
who made firm specific investment” yang haknya harus 
diperhitungkan dalam kepailitan perusahan public terdiri 
dari: para pekerja, manager yang dibayar perusahan, agen 
supplier, konsumen, pemerintah setempat, pembuat peraturan 
dan lain-lain yang disebut team production yang 
berkontribusi khusus sebagai penopang berlangsunya 
kegiatan bisnis perusahan.24 Peningkatan nilai harta 
kepailitan hendaknya juga dinikmati oleh tim production. 
Ada baiknya dewan direksi tetap diberi kewenangan penuh 
mengurus dan mengontrol perusahan karena mereka adalah 
orang kepercayan bagi team production yang diminta 

 
23 Matej Maninc, Razvan Vlabu, The Economic Perspective Of Bankruptcy Law, De 
Nederlandeche Bank (Dnb) Working Paper No.310/Agustus 2011 Hal 9 Dan 10. 
24 Lyn Lopucki, “A Team Production Theory Of Bankruptcy Reorganization”, 
Research Paper No.3-12, University Of California School Law, 2003 Hal. 9. 
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bertanggung jawab berdasarkan fiduciary duty. Teori ini 
hanya berlaku bagi perusahan berbadan hukum publik.  

 
H. Prinsip-Prinsip Hukum Terbaik Yang Dapat Digunakan Bagi 

Kelangsungan Usaha (Going Concern) Debitur Pailit 
Di dalam kehidupan sehari-hari, sering mendengar bermacam 

istilah atau penyebutan berkaitan dengan asas, seperti: asas hukum, 
asas peradilan, asas demokrasi, asas ekonomi, asas berusaha atau 
asas berbisnis, asas pendidikan, asas pemilihan umum, dan lain-
lain. Juga kerap mendengar penamaan  asas, seperti: asas 
ketuhanan, asas kemanusian, kekeluargan asas praduga tidak 
bersalah, asas persaman di depan hukum, asas kerakyatan, dan 
sebagainya.25 

Apakah sebenarnya pengertian dari asas itu? Dalam 
pengertian sehari-hari, asas sering disebut sebagai prinsip, dasar, 
landasan, acuan, dan sebagainya. The Liang Gie 1 sebagaimana 
dikutip oleh Sudikno, berpendapat bahwa: “Asas adalah suatu dalil 
umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan 
cara-cara khusus mengenai pelaksanannya, yang diterapkan pada 
serangkaian -perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi 
perbuatan itu.” 

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum 
itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah 
kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan 
untuk manusia atau masyarakat. Dari pemahaman ini, kata 
perlindungan hukumat erat kaitannya dengan fungsi hukum dan 
tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada ahli hukum sudah 
sepakat mengatakan bahwa pakan fungsi hukum perlindungan 

 
25 Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-
Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan, hal.22 
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kepentingan manusia.26 
Manusia baik sebagai individu maupun di dalam kelompok 

mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama 
lain, malah yang mungkin bertentangan satu sama lain. Agar 
kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya 
pertentangan antara kepentingan manusia (conflic of human 
interest). Untuk itu, perlu diatur, perlu diciptakan ketentuan-
ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak 
bertindak agar kepentingan manusia terlindungi, dengan disertai 
sanksi agar lebih terjamin, sehingga diperlukan norma hukum. 
Sedangkan apa yang menjadi tujuan hukum, sampai sat ini para ahli 
hukum masih bersikukuh dengan pandangan masing-masing. 
Sudikno mengatakan, dalam fungsinya sebagai perlindungan 
kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. 

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan 
masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan ke- 
seimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, 
diharapkan kepentigan manusia akan terlindungi. Menurut teori 
etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Isi 
hukum ditentukan oleh keyakinan kitayang etis tentang adil dan 
tidak. Dengan perkatan lain, hukum menurut teori ini bertujuan 
merealisir atau mewujudkan keadilan. 

Jadi asas perlindungan hukum yang seimbang, khususnya di 
dunia kepailitan, jelas juga memberikan kepastian hukum yang 
jelas dan berkesinambungan dengan keterbukan khususnya bagi 
para kreditor dan debitor. 

 
 

 
26 Ibid, hal.22 



21 
 

 
 

I. Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam rangka 
Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Praktik di Indonesia 
bagi Pembangunan Ekonomi Nasional 

Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui 
proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan 
demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil 
pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari 
dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan 
penundaan pembayaran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara 
terperinc makna asas kelangsungan usaha.27  

Dalam istilah akuntansi dikenal beberapa prinsip dasar 
akuntansi, salah satu yang biasanya diterapkan dalam perusahan 
adalah prinsip Going Concern. Prinsip Going Concern ini menilai 
bahwa dalam menyusun laporan keuangan, diasumsikan perusahan 
yang dilaporkan akan terus beroperasi pada periode yang akan 
datang dan tidak ada ancaman likuidasi atau berhenti di masa yang 
akan datang dalam hal ini biasanya diasumsikan dalam jangka 
waktu dua belas bulan ke depan. 

Going Concern sendiri merupakan salah satu konsep penting 
dalam akuntansi konvensional. Perusahan dalam melaporkan 
laporan tahunannya, memiliki tugas untuk memutuskan apakah 
perusahan akan melanjutkan operasinya dalam masa yang akan 
datang atau tidak. Keberlangsungan perusahan ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, baik faktor finansial maupun non finansial. 
Beberapa contoh kondisi yang dapat mengancam tidak 
terpenuhinya prinsip Going Concern diantaranya kondisi 
manajemen perusahan yang buruk, terjadinya kecurangan 
atau fraud, perubahan kondisi ekonomi makro seperti 

 
27 Idem, Hlm.9 
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meningkatnya inflasi secara tajam.28 
Umumnya, penilaian ini dilakukan oleh auditor perusahan, 

dimana Auditor juga akan mengeluarkan opini “Going 
Concern” yang menilai apakah perusahan masih dapat berjalan 
atau tidak dan apakah perusahan memiliki niat atau kebutuhan 
melikuidasi serta membatasi skala operasinya. Opini yang harus 
diwaspadai oleh perusahan adalah Opini Going Concern negatif 
yang mana opini akan memengaruhi keputusan investor tentang 
penanaman saham  pada perusahan. Dengan demikian, perusahan 
perlu mempertimbangkan rencana manajemen untuk menangani 
dampak buruk yang akan dihadapi perusahan. Berikut adalah 
contoh pertimbangan yang dapat menjadi pilihan perusahan:29 

1. Pembangunan Ekonomi Nasional 
Peranan hukum dalam pembangunan di negara Dunia 

Ketiga telah menjadi perhatian besar kaum terpelajar dan 
secara politik dipertimbangkan penting. Perlunya hukum di 
dapat diperkirakan akibatnya adalah sangat penting di 
negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali 
mengalami hubungan-hubungan ekonomi melampaui tradisi 
sosial mereka.30 

Sunaryati Hartono dalam bukunya mengemukakan 
bahwa prinsip utama dalam kebijaksanan ekonomi 
pemerintah Indonesia terletak pada kesempatan serta 
kesanggupan rakyat Indonesia sendiri (swadaya) untuk 

 
28 Ernatalia Sari. (2018). Prinsip Going Concern Dalam Akuntansi Perusahan. 
 
 
29  Https://Www.Jtanzilco.Com/Blog/Detail/1199/Slug/Prinsip-Going-Concern-
Dalam-Akuntansi-Perusahan. 
30 Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Hal. 3 
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pembangunan ekonomi nasionalnya.31 Hal mana tidak berarti 
bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, 
teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam 
pembangunan ekonomi nasional kita, selama partisipasi 
modal dan bantuan luar negeri itu dapat diabadikan kepada 
pembangunan ekonomi kita serta tidak merugikan 
pembangunan ekonomi nasional.  

Prof. Erman Rajagukguk juga mengemukakan bahwa 
pemerintah orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto 
menyadari sejak semula bahwa bantuan asing, baik berupa 
bantuan teknik maupun modal bukan merupakan faktor yang 
menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi di 
Indonesia. Namun peranan bantuan tersebut dalam masa 
transisi untuk memulihkan lagi ekonomi Indonesia telah 
diakui sebagai hal yang sangat penting. 32 

2. Rencana untuk Menjual Aset 
Rencana ini dapat menjadi pilihan perusahan, terutama 

bagai perusahan yang memiliki aset-aset yang cenderung 
menganggur. Sebagai contoh, untuk aset berupa mesin-mesin 
yang menganggur, dapat dipertimbangkan untuk dijual dan 
mengoptimalkan penggunan dan kapasitas produksi mesin 
lainnya. Contoh lain, dapat menjual aset lama mesin-mesin 
yang ada lalu membeli mesin baru yang memiliki kapasitas 
produksi lebih besar, sehingga dapat meminimalisasi 
pemakaian listrik pabrik. Umumnya keputusan ini 
memerlukan penelitian atau penilaian secara luas, sehingga 
perusahan membutuhkan adanya tenaga ahli untuk 
memberikan opini terbaik tentang penjualan aset atau 

 
31 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal 
Asing Di Indonesia, (Bandung: Binacipta,) 1979. Hal. 30  
32 Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, (Jakarta, Rineka Cipta), 1985. Hal. 1 
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mempertahankan aset. Dalam dunia konsultan jenis jasa ini 
disebut dengan “feasibility study” atau studi kelayakan 
bisnis dan keputusan bisnis. Konsultan keuangan akan 
membantu perusahan menyajikan risiko dan nilai yang akan 
mengalir pada perusahan sehingga memudahkan perusahan 
dalam mengambil keputusan. 

3. Rencana untuk Meminjam Uang atau Merestrukturisasi 
Hutang  

Rencana melakukan pinjaman seringkali menjadi 
pilihan perusahan dalam mengatasi masalah keuangannya. 
Namun, perlu dievaluasi juga apakah utang yang sudah ada 
ditambah dengan yang akan diajukan masih me-mungkinkan 
untuk dipenuhi atau tidak, perusahan perlu menilai 
kemampuannya dalam membayar utang sehingga terhindar 
dari risiko gagal bayar. 

4. Rencana untuk Mengurangi atau Menunda Pengeluaran 
Rencana ini biasanya dilakukan perusahan dalam 

menentukan Anggaran Biaya tahunan perusahan. Perusahan 
dapat mempertimbangkan menunda pengeluaran yang masih 
bisa ditunda, contohnya menunda project atau program 
perusahan yang akan dijalankan mendatang. Perusahan juga 
bisa menunda pembayaran biaya-biaya dibayar dimuka agar 
dapat dicicil per bulan sehingga dapat menyelamatkan arus 
kas perusahan serta dapat memanfatkan ketersedian dana 
tersebut lebih untuk operasional perusahan. 

Terpenuhinya prinsip Going Concern menjadi penting 
untuk diperhatikan karena opini mengenai going concern ini 
sendiri dapat menurunkan kepercayan investor atau 
pemegang saham dan juga kepercayan dari kreditor. Risiko 
paling buruk yang mungkin dihadapi perusahan selain risiko 
likuidasi adalah risiko ketidakmampuan mendapatkan 
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tambahan modal baru, dan kemungkinan kreditor 
menurunkan plafon hutang berikutnya. Tentunya perusahan 
tidak menginginkan risiko tersebut terjadi, sehingga 
perusahan dapat menggunakan jasa profesional baik sebagai 
penilai (auditor), maupun jasa profesional konsultan 
keuangan yang akan membantu menilai kondisi perusahan 
dan memberikan pilihan solusi terbaik bagi perusahan.33 

Salah satu faktor yang mempengaruhi maju atau 
mundurnya suatu negara adalah faktor ekonomi. 
Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam 
perekonomian suatu negara yang menjadi pekerjan rumah 
tiap negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah juga 
sangat fokus terhadap roda perekonomian suatu negara. 
Perputaran kegiatan ekonomi juga biasanya terjadi ketika 
adanya interaksi antara pelaku usaha (pengusaha) dan 
konsumen. Namun, di lain sisi, pelaku usaha juga diharapkan 
kehadirannya untuk bisa mendongkrak perekonomian di 
Indonesia. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan lebih 
spesifik membahas tentang eksistensi pengusaha dalam 
menjalani roda perekonomian di Indonesia. Sebagaimana 
yang telah diketahui bersama bahwa pengusaha memiliki 
peran yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian 
dunia, khususnya di Indonesia.  

 

 

 

 
33 Ernatalia Sari. (2018). Prinsip Going Concern Dalam Akuntansi Perusahan. 
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J. Kesimpulan 
1. Teori Hukum Pembangunan Nasional adalah yang dapat 

digunakan sebagai landasan hukum atau ratio legiss bagi 
penyelenggara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 
sebagaimana disebutkan dalam Pembukan Undang-Undang 
1945, yaitu untuk memajukan kesejahterran umum  dan 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Terciptanya kesejahteran rakyat adalah salah satu tujuan 
utama pendirian Negara Indonesia. Kaitannya dengan 
kerangka hukum dasar pembangunan nasional, bahwa hukum 
itu diikat  sebagai suatu faktor  dari pembangunan itu sendiri 
yang perlu diprioritaskan dalam usaha pembangunan dan 
pembinannya. Hukum harus dipandang sebagai “alat” (tool) 
atau sarana penunjang  yang akan menentukan keberhasilan 
usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional. Teori Hukum  
ini sebagai landasan hukum bagi pelaksanan prinsip 
kelangsungan usaha atau going concern pada suatu kepailitan 
dalam rangka berkontribusi bagi Pembangunan Ekonomi 
Nasional. 

2. Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat 
dimanfatkan bagi kelangsungan usaha going concern adalah 
Prinsip Transparansi, Prinsip Efektif dan Efisiensi, dan 
Prinsip Non-Dispute. 

3. Konsep yang dapat dimanfatkan dan diatur dengan 
pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap 
Pembangunan Ekonomi Nasional, dapat berupa memberikan 
suatu penilaian yang melibatkan ahli atas asas kelangsungan 
usaha yang berbobot bagi kehidupan bersama dalam lingkup 
kegiatan usaha debitor pailit didunia usaha dan yang dapat 
memberikan kontribusi bagi Pembangunan Ekonomi 
Nasional. 
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K. Saran 

1. Dengan penggunan Teori Hukum Alam sebagai dasar hukum 
bagi pelaksanaan kelangsungan usaha atau going concern 
memberikan suatu dasar hukum yang solid bagi seorang 
Kurator, yang berbobot kemaslahatan bagi kehidupan 
bersama khususnya dalam lingkup kegiatan dunia bisnis yang 
dapat menopang Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia. 

2. Dengan menggunakan Prinsip terbaik ini dalam 
melaksanakan usaha going concern, tujuannya tidak saja 
melindungi kepentingan debitor  saja, tetapi juga untuk 
melindungi kepentingan seluruh kreditor. 

3. Konsep terbaik untuk melaksanakan going concern bagi 
Debitor Pailit adalah meyakinkan Debitor Pailit bahwa 
penyelesaian kepailitan Debitor Pailit merupakan jalan 
hukum terbaik bagi Debitor Pailit, sehingga mengabaikan 
prinsip Zero-sum Game, yang bermakna “tidak ada yang 
menang dan yang kalah, sehingga semuanya menang dengan 
memakai prinsip win win solution.” 

4. Saran kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Berdasarkan pengalaman yang biasa terjadi lingkungan 
pengadilan niaga, dimana seorang hakim niaga biasanya hanya 
ditempatkan maksimal 2 (dua) tahun di pengadilan niaga 
tempat dia berdinas dan selanjutnya bisa dipindahkan 
ketempat lain. Oleh karena itu, Hakim Pengawas pada 
Pengadilan Niaga seharusnya ditempatkan di Pengadilan 
Niaga minimal 4 (empat) tahun, karena ber hal ini justru 
mempermudah Kurator untuk membereskan harta pailit, 
termasuk juga dalam pelaksanan kelangssungan usaha (going 
concern). 
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Temuan-Temuan Baru Disertasi 

1. Apabila Kurator ingin melanjutkan usaha (Going Concern) 
debitor pailit, hendaknya terlebih dahulu mendengar pendapat 
sedikitnya 2 (dua ) ahli, yaitu ahli akuntansi dan ahli yang 
berkaitan dengan jenis usaha debitor pailit. 

2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
PKPU menyatakan bahwa untuk menjadi seorang Kurator, harus 
memiliki sertifikasi Advokat dan Akuntan Publik. Oleh karena 
itu, kedua ilmu tersebut harus saling berelasi dengan harus 
memperdalam ilmu secara intensif dan komprehensif. 

3. Kepailitan di Indonesia belum sejalan dan sesempurna dengan 
pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan di 
banyak negara di dunia. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan 
belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan 
debitor, kreditor, stakeholders, tidak membedakan kepailitan bagi 
perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda. 

4. Asas kelangsungan usaha (going concern) merupakan salah satu 
asas yang terkandung dalam undang-undang Kepailitan dan 
PKPU di Indonesia tidak serta-merta hanya menyelamatkan 
debitor (perusahaan yang sudah pailit), melainkan menjamin 
kesejahteraan dan keseimbangan antara debitor dan kreditor. 

5. Penerapan asas kelangsungan usaha (going concern) mempunyai 
dampak dan bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan 
proses penjatuhan putusan pailit. Penerapan asas kelangsungan 
usaha ini dalam perkara kepailitan merupakan dalam rangka 
perlindungan hukum terhadap debitor pailit dan mempunyai 
dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan 
yang pada gilirannya digunakan untuk membayar utang kepada 
kreditornya. 

6. Dengan keberhasilan going concern berkontribusi Pembangunan 
Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan. 
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